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Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.3708/Pdt.G/2020/PA.Tgrs 

P U T U S A N 

Nomor 3708/Pdt.G/2020/PA.Tgrs 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: 

ALIYUDIN Bin AKSAN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kp Linduk, RT 007 

RW )003, DEsa Pagedangan Udik, Kecamatan Kronjo, 

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon; 

melawan 

SUKANAH Binti KEPI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di 

Kp Gaga RT 013 RW 05, Desa Jenggot, Kecamatan Mekar 

Baru, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai  

Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 

04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 

3708/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon adalah Suami Termohon yang telah melangsungkan 

pernikahan pada tanggal 04-08-2019, dihadapan Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah 

Nomor: 0259/0005/VIII/2019 bertanggal 04-08-2019;   

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup 

bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di: Kp Gaga 

RT 013 RW 05, Desa Jenggot, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten 

Tangerang, Provinsi Banten;   

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon 

berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak 

September 2019 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan 

oleh hal-hal sebagai berikut:  

Termohon tidak Patuh terhadap Pemohon;   

Termohon selalu menekan kepada Pemohon untuk mengikuti apa 

kemauannyah;   

4. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Pemohon dengan 

Termohon  telah berpisah rumah sejak 20 Juli, dan tidak berhubungan 

lagi sebagaimana layaknya suami isteri;   

5. Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka kemudian 

Pemohon memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan 

sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;   

6. Bahwa selama perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak 

pernah berkomunikasi dan tidak ada upaya untuk rukun kembali sebagai 

suami isteri;   

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan 

agar  Pemohon dengan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami 

isteri, akan tetapi karena Pemohon sudah tidak bersedia lagi untuk 

melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, sehingga tersebut 

usaha tersebut tidak berhasil;   

8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk 

dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang rukun dan harmonis, 

oleh karena itu Pemohon berkesimpulan perceraian ini adalah pilihan 

dan alternative terbaik untuk Pemohon dengan Termohon;   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;   

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;   

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 

terhadap Termohon;   

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;   

 Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka  mohon putusan yang 

seadil-adilnya/ex aequo et bono;  

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua 

Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak  berhasil; 

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka 

kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh 

mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR 

dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pangadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk 

memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan 

kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Drs. Syamsul Huda, S.H. sebagai 

mediator dalam perkara ini; 

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para 

pihak yang telah dilakukan ternyata berhasil ; 

Bahwa karena upaya mendamaikan para pihak berhasil, lalu Pemohon 

menyatakan mencabut gugatannya; 

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya maka Majelis 

Hakim telah mencukupkan pemeriksaan dalam perkara ini dan akan 

menjatuhkan penetapan; 

Bahwa  untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara 

Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan 

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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PERTIMBANGAN  HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas ;  

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan tanggal 30 

September 2020 menyatakan mencabut perkaranya karena telah 

berdamai kembali dengan Termohon sebagai suami isteri ; 

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan 

pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, 

sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh 

Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut 

dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk 

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;  

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, 

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan 

kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat 

(3) dan ayat (5) ;  

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala 

peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam 

perkara ini ; 

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, 

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada 

Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1.   Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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2. Menyatakan perkara nomor 3708/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 04 

Agustus  2020 dicabut ;  

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 591000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. M. Syukri, S.H., 

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. 

H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum 

oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi 

oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon. 

 

Hakim Anggota  

 

 

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. 

 

 

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. 

Ketua Majelis, 

 

 

Drs. M. Syukri, S.H., M.H. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Nuraeni, S.Ag 

 

Perincian biaya : 

 Pendaftaran  : Rp  30.000,00 

 ATK Perkara  : Rp  75.000,00 

 Panggilan  : Rp 450.000,00 

 PNBP Panggilan : Rp  20.000,00 

 Redaksi  : Rp  10.000,00 

 Meterai  : Rp   6.000,00 
J u m l a h  : Rp 591.000,00 
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Salinan Sesuai Aslinya   

Pengadilan Agama Tigaraksa 

Panitera 

 

 

Saiful Bahry, S.H., M.H. 
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